SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG "

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Menimbang :

Mengingat :

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

. bahwa untuk membangun kepercayaan publik atas penanganan

terhadap pengaduan masyarakat yang akuntabel dan transparan serta
adanya jaminan mutu hasil pengawasan, perlu disusun pedoman
pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat;

. bahwa Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 39 Tahun 2022 tentang

Pedoman Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai masih terdapat
kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan
masyarakat sehingga perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 39 Tahun
2022 tentang Pedoman Pengelolaan Penanganan Pengaduan
Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129;




6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetisi
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 676);

9. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 39 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 39 Tahun 2022
tentang Pedoman Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun
2022 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2,
3.
4

10.
11.

Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.

Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulau Morotai.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD
Kabupaten Pulau Morotai.

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah
Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dibentuk dengan tugas
melaksanakan pengawasan intern (Audit Intern) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pulau Morotai.

Tim adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
dan/atau pegawai yang bertugas di Inspektorat dan/atau Inspektorat pembantu
wilayah.

Pelapor adalah Masyarakat baik individu atau kelompok yang
menyampaikan pengaduan.

Perangkat Desa adalah Perangkat Desa dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pulau Morotai.

Aparat Penegak Hukum adalah Kejaksaan dan/atau Kepolisian.



2,

(1)

)

3)

(4)

12. Pengaduan adalah pengaduan masyarakat yang merupakan bentuk penerapan
dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara
lisan maupun tertulis kepada Aparat Pemerintah Daerah, berupa saran, gagasan
atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi
perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Pulau Morotai.

15. Tenaga Ahli adalah organisasi atau perorangan yang menguasai kompetensi
tertentu.

16. Auditi adalah obyek yang menjadi target pemeriksaan.

17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

18. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya
mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur pemerintah atau
pejabat negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat, kerugian keuangan
negara/daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

19. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang
isinya mengandung informasi berupa sumbanganide pikiran, saran, kritik yang
konstruktif yang bermanfaat untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan masyarakat.

20. Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi
penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, Kklarifikasi,
penelitian, pemeriksaan, pelaporan,tindak lanjut dan pengarsipan.

21. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi
dan Pengaduan Online Rakyat yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR! adalah
aplikasi layanan penyampaian semua aspirasi dan Pengaduan Masyarakat secara
online yang terintegrasi dalam pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di
lingkungan Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

22. Whistle Blowing System adalah sebuah mekanisme penyampaian Pengaduan

dugaan Tipikor yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan
orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan
dalam organisasi tempatnya bekerja.

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Perangkat daerah, Aparatur
Sipil Negara dan perangkat Desa kepada APIP dan/atau Aparat Penegak Hukum.
Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan
penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah, Wakil Kepala
Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah kepada APIP dan/atau Aparat penegak
Hukum.
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disampaikan secara
tertulis dalam bentuk surat, Whatsaap, Short Message Service dan email.
APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan oleh
masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2).



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 19 November 2025

BUPATI PULAU MOROTAI
ttd
RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 19 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd
MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2025 NOMOR 19
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